BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR'92 TAHUN 2020 SERI b

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 195 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT WINONG KABUPATEN CIREBON

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI CIREBON,

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan
kesehatan merupakan urusan pemerintah yang dibagi
antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bersifat wajib,
dan terkait dengan pelayanan dasar;

bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan
prioritas pembangunan nasional bidang kesehatan,
diperlukan pedoman Standar Pelayanan Minimal yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Pelayanan Minimal untuk Unit Kerja yang akan
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum Daerah;



Mengingat

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat Winong
Kabupaten Cirebon.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran



10.

11.

12,

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 4355, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 05);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang
Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100
Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1540);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan  (Berita  Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 68);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15
Tahun 2007 tentang Pokok—-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3
Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir,
Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Cirebon (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 3,
Seri E.3);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2016 Nomor 7, Seri E.2);

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.10);

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2018 Nomor 11, Seri D.1), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018
Nomor 18, Seri D.2);



Menetapkan

20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 43 Tahun 2018

tentang Organisasi, Fungsi Tugas Pokok dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2018 Nomor 43, Seri D.11).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT WINONG
KABUPATEN CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2

Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon.
Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah
Kabupaten Cirebon.

Bupati adalah Bupati Cirebon.

Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Cirebon.

Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan
upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan
lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif,

untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang

setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.



10.

11.

12,

13.

14.

Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disebut
UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas
dan Badan Daerah Kabupaten Cirebon.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Winong, yang
selanjutnya  disebut Puskesmas Winong adalah
UPTD Puskesmas Winong.

Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit
pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai
pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada
umumnya.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang
selanjutnya disingkat SPM Kesehatan merupakan
ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar
yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib  yang
berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan
kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran
sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu
SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/ atau
manfaat pelayanan dasar.

Pelayanan Kesehatan Puskesmas, yang selanjutnya
disebut Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang
diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan dan
pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk
memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.

Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat
UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan serta mencegah dan
menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan

sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.



15.

16.

17.

(1)

(2)

Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat
UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian
kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk
peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit,
pengurangan  penderitaan  akibat penyakit dan
memulihkan kesehatan perseorangan.

Puskesmas non rawat inap merupakan Puskesmas yang
menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan
di rumah (home care), pelayanan gawat darurat, dan
pelayanan persalinan normal bagi Puskesmas yang
tersedia fasilitas pelayanan persalinan normal.

Puskesmas rawat inap merupakan Puskesmas yang diberi
tambahan sumber daya sesuai pertimbangan kebutuhan
pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap
pada pelayanan persalinan normal dan pelayanan rawat

inap pelayanan kesehatan lainnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk memberi
pedoman kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan
dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar
Pelayanan Minimal pada Puskesmas.
Standar Pelayanan Minimal bertujuan untuk
meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan

kepada masyarakat.



BAB III
TUGAS, JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI,
BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAJAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu

Tugas Puskesmas

Pasal 3
Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan
kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan

di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan, Indikator, Standar Nilai,

dan Batas Waktu Pencapaian

Pasal 4
Jenis pelayanan yang ada di Puskesmas Winong, meliputi :
a. UKP tingkat pertama; dan
b. UKM tingkat pertama.

Pasal 5
UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a, meliputi :
a. pelayanan pemeriksaan umum;
b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
c. pelayanan kesehatan keluarga yang besifat UKP;
d. pelayanan gawat darurat;

e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;

&

pelayanan kefarmasian; dan

. pelayanan laboratorium;

oQ



Pasal 6

UKM tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

huruf b, meliputi :

a.

=

o o
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.

pelayanan kesehatan ibu hamil;

pelayanan kesehatan ibu bersalin;

pelayanan kesehatan bayi baru lahir;

pelayanan kesehatan balita;

pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
pelayanan kesehatan pada usia produktif;

pelayanan kesehatan pada usia lanjut;

. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;

pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
pelayanan kesehatan orang dengan risiko tertular virus

yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV);

m. pelayanan imunisasi;
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. pelayanan penyakit menular lainnya (kusta, DBD, ISPA,

diare, dll);

pelayanan promosi kesehatan;

pelayanan kesehatan lingkungan;

pelayanan gizi;

pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
pelayanan kesehatan gigi masyarakat;

pelayanan kesehatan kerja;

. pelayanan kesehatan olahraga;

pelayanan kesehatan tradisional komplementer;

. pelayanan kesehatan indera;

pelayanan tanggap bencana; dan

pelayanan kesehatan pengembangan lainnya.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Pasal 7

Indikator, Standar Nilai, Batas Waktu Pencapaian pada
setiap jenis pelayanan untuk Upaya Kesehatan
Perorangan pada Puskesmas Winong tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Indikator, Standar Nilai, Batas Waktu Pencapaian pada
jenis pelayanan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat pada
Puskesmas Winong, tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Uraian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 8

Puskesmas yang menerapkan Badan Layanan Umum
Daerah  (BLUD) wajib melaksanakan  pelayanan
berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan
Bupati ini.

Pemimpin  Puskesmas yang menerapkan BLUD
bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan
yang dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal yang
ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar
Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga dengan
kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

BAB V
PENERAPAN

Pasal 9

Pemimpin Puskesmas yang menerapkan BLUD menyusun
rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan
pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan
Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan Standar
Pelayanan Minimal.

Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun dengan menggunakan format Rencana
Bisnis dan Anggaran.

Setiap pelaksanaan pelayanan, dan penyelenggaraan
pelayanan yang menjadi tugasnya, dilaksanakan dengan

mengacu pada Standar Pelayanan Minimal.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 10
Pembinaan teknis Puskesmas yang menerapkan BLUD
dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
Pembinaan keuangan Puskesmas yang menerapkan BLUD
dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD).
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum,
petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan
latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :
a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan
untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
b. penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan
Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian

Standar Pelayanan Minimal;



(1)

(2)

(3)

c. penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan
Minimal;

d. pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar
Pelayanan Minimal;

e. penyusunan peraturan perundang-undangan untuk
implementasi BLUD pada Puskesmas  yang
bersangkutan;

f. penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;

g. pelaksanaan anggaran; dan

h. akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 11

Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten
Cirebon.

Selain pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat
Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat juga dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal.
Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dilaksanakan oleh internal auditor yang
berkedudukan langsung di bawah Pemimpin BLUD

Puskesmas.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 desen er 2020

CIREBON TAHUN 2020 NOMOR198 SERI E




[euorsey
4N rd %001 | %S6 | %06 | %S8 | %ES % €8 % 08 7eqO weeungsuog ST
T ueesyLRWR | |
dOs depeyis)
d3n rd % 001 | % 00T | %S6 | %<6 | %06 % S8 % 001 sesnjad ueynjedoy ueuefelad
11 o1 6 8 L 9 S b € (A T
€20Z | 2TOZ | 120Z | 0ZOZ | 6102 |
gvmve TVAY ‘
. AVANV.LS JOLVAIANI EENAY A ON
ODNNOONVNIL NNHVL NVIVAVONEd VNVONTN NVIVAyoNad SINEL
DNONIM SYINSANSNd dLdN VAVd NVONVIONAd NVLVHASAM VAVdN MNLNA
NVNVAVIEd SINAL VAVd NVIVAVONEd NLAVM SVLVE ‘IVIIN dVANV.LS ‘“JOLVHIANI
NOFEAIO NALYANGVYY DNONIM LVIVIVASYA NVIVHASHY .LVSNd
HYYAVA SINMAL VNVSIVTAd LINN VAVd TYWININ NVNVAVTId 3VANVLS @ ONVINHL
Rp eesa] 0 ¢ TVODONVL
020Z UWLEL g6l:  JOWON
NOgHIAID LLVdNg NVIALVIAd : I NVIIdINVT



% 00T | %001 | % 00T | %<6 | % 06 % G8 % 001
d3N 0d uarsed ueserndoy]
justa ()§
dXn rd % 001 | % 00T | % 00T | % 001 | % 06 % S8 % 001 [ewrisyew wexepun nmpy
ueuelerad nijem uep 1310
Uejelasay]
[BUOISEY | ypuefer
43N rd % 00T | % 00T | % 00T | % €6 % 06 % 08 % '001 1.q0 ueeunddusd ued 1°d
dOs depeyiay
dXn rd % 001 % 00T | % 00T | % 001 % S6 % 06 % 001 mmmﬁxﬁ.o& Q.NQS.HM..QQVH
uoarsed 1sexqynusp|
din rd % 001 | % 00T | % 00T | % 00T | % 001 % S6 % '001 ueyeresay
1pefio) sepL],
43N rd % 00T | % 00T | %06 | %<8 | %08 % S/ % 08 uarsed uesendoy]
‘ \ JIUdW G [BWISYBW
‘ 0/ C (") o o, : -
IN rd % 00T | % 00T | % 001 | % €6 | % 06 %o S8 % 08 hemraRepsd miTIm,




uarsed 1sexyyruap]

d30 rd % 001 | % 001 | % 00T | % 001 | % 06 % 08 % '001
ueyEREsay
1pelio) yeplL
% 001 | % 001 | %001 | % <€6 | % 06 % S8 % 001
43N rd uarsed uesendoy]
din
yensIog suex
HuLtr O¢ edrengeoy]
d¥in rd % 001 | % 00T | % 00T | % 001 | % 0é % S8 % '001 [ewiIs3ew Isesiunul UeIeasay
ueuelerad nysem weuekerog
st O¢
din rd % 001 | % 00T | % 001 | % 001 | % Sé % 08 % '001 rewissewr 43N €M
ueuelerad nysfem
10§ depeyrsy
d3n rrd % 001 | % 00T | %S6 | %06 | % S6 % 06 % '001 ,
sesniag ueynieday]
uarsed 1sexynuap]
4N 0d % 001 | % 00T | % 00T | % 00T | % 00T % 001 % 00T e i .

1pel1a) yepLL




43N rd

% 001

% 06

% 08

% 0L

% 09

% 0¢

% 001

sedniad
uexLIaqIp dueA
iIseuniojur depeyaal

uarsed ueureyeuwad

d3n rd

% 001

% 001

% 001

% 001

% 001

% 001

% 001

uarsed yeesew
rensas JulEsuoy]

UeLIquIag

431N rd

% 001

% 06

% S8

% 08

% SL

% 04

% 001

JdOs depeyis],
sednjod ueyniedoy

d3N yejisisg
Fuel 1z1H

ueueie[od

d3n rd

% 001

% 001

% 00T

% 001

% 001

% 001

% 001

uaised 1sexynuop]
uByR[ESIy
1pel1a) yepiL |

d3N d

% 001

% 001

% 001

% €6

% 06

% S8

% 08

uaised uesenday]

dMN d

% 001

% 001

% 001

% 001

% 001

% 001

% 001

uarsed HSVIUL
uedJIesepIaq
uBUBAB[9d

d3N rd

% 001

% 001

% 001

% 001

% S6

% 06

%001

dOs depeyial
seSnilog ueynieday]

JeanIe(
JEMED)

ueueie[ad




dXn rd

% 001

% 001

% 001

% 06

% S8

% 08

% 001

(O1d) 38qQ 1SEWLIOJU]
ueLaquad

d¥N rd

% 001

% 001

% 001

% €6

% 06

% S8

% 001

JIuauI OE > Ueyoel
1BqO Qruswi Qg >
uesIoel Uou jBqo
uederduad nysyem
dOSs depeyis],
sefnjod ueynieday]

ueiseuIe]oy]

ueueAe[d

d3N rd

% 001

% 001

% 001

% 001

% 001

% 001

% 001

uarsed 1sexqynuap]
ueye2so
1pel1a) s{epLy,

d¥n rd

% 001

% 001

% 001

% 001

% 001

% 001

% 001

uarsed uesendoy]

dn rd

% 001

% 001

% 001

% 001

% S6

% 06

% 001

JIUSUI G [ewISyew

ueueied nyem




% 001 | % 00T | %S6 | %06 | % S8 % 08 % 06
>IN rd uoised uesenday]
juastu )9
wnrLojeIoqe]
dyn rd % 001 | % 00T | % 00T | % 001 | % 001 % S6 % 001 ewisyew [pdurss ueuekedg
ueesyuwad nyem
‘ , dOs depeyia],
d3n rd % 001 | % 00T | % 00T | % 00T | % 00! % 06 % 001 ses$niagd ueyniedoy]
uorsed 1ISeq N uap]
dXn rd % 001 | % 00T | % 00T | % 001 | % 001 % 001 % 001 ueyeresay
pel1a] yepiL
% 001 | % 001 | % 001 | % S6 | % 06 % 08 % '001

d3dn rd

uaised uesendoy]




ZIIAS 681 YOWON 020¢ NNHV.L NOGHATO NALYdNIV HYIHVA V.LIdHd
“
NOFHAID NALYINAY (@ SIAVLAANEAS
x&ﬁmmﬁﬁ eped
Joquing Ip uexduepuni(
NOJNI
dlLL
‘NOFHEJIID 1LVdNd

uarsed 1sexynuap|

d¥n rd % 00T | % 00T | % 00T | % 001 | % 001 % 001 % 001 ueBye[esay]

1pel1a) SeprL




(p31) repues
Tensas [rurey nqt [Turey
AIN rd % 00T | % 001 | % 001 | % 001 | % 001 % 616 % 001 uejeyasay] ueueded | nq[ ueyeyasay | I
ueyjedepusut ueuzAe[d
[Turey nql 9Sejuas.[o |
IT o1 6 & L o S b € z T
€20C | 2TO0T | 120T 0Z0Z | 6102 _
avmve TVMAV
AVANV.LS JOLVAIANI Kyt ON
ONADONVNI NAHVI NVIVAVONEd VNVONTA NVIVdAVONHd SINEP
DNONIM SVINSAMSN dLdN VAVd LVIVIVASVIN
NVLVHASEM VAVdN MNILNN NYNVAVTAd SINAL VAVd NVIVAVONAd NLMVM SV.LVE ‘IVIIN dVANV.LS “VOLVIICINI
NOGANID NALVANAVI DNONIM LVIVAVASYIN NVLVHASHN LvSNd
HVNAVA SINMAL VNVSMVTAd LINN VAVd TYININIA NVNVAVTAd ¥VANVLS © DNVINAL
e Bqmes g 06 @ TYOONVL
R uwugl gl : AONON
NOFIIID ILVdNd NVINLVIAd II NVAIdINV1




Jepue]ls rensas

rese(]

uejeyasay ueueiead ueyIpipuad
AN rd % 001 | % 001 | % 00T | % 001 | % 001 % 001 % 001 vespyedepuswu eis() eped
gue£ resep wEyeqasay]
uesipipuad eisn ueuzie[ed
Meuy 9SBIuasIag
AN rd % 00T | % 001 | % 001 | %001 | %001 | % 9€°CL % 001 TEPUE}S Tensas elreg
BlI[Eq UBIBYIS wereyosay
ueuele[od uednye)) ueuzAeRd
"IIye[ nreq 1Aeq
Ige] nieq
uejeyasay ueueie[ad
XN rd % 00T | % 00T | % 001 | %001 | % 001 % S'6. % 001 1leq uejeasay]
uejedepuaw Irye|
ueuzAe[ad
nreq 14eq 9SeIUaS.LO ]
"UB)eYISIY
sejlisey Ip
. uresiag
ueurrestod ueuelead
WMrn rd % 00T | % 00T | % 001 | % 001 | % S6 % GS'S8 % 001 nqj uejeyasay
uejedepuaut
ueurzAed
urres.roq

Nnqr 9SBIUIS.I ]




Iepuegls rensas

ST

uejeyosoy ueuelead salaqeI(]
WIN d % 00T | % 00T | % 001 | % 001 | % ¥‘S1 % SE‘ST % 001 uespiedepusw SueA BjLIopued
SNIIIA S93eqeI(] uejeyasay
elLopuad 9SBIUIS.IS] ueurRAB[Rd

Jepue)ls 1ensas
1sualrediy

uejeyasoy ueuelead
BllIapuad

N3N r'd % 001 | % 00T | % 00T | % 001 | % £°€T % GE‘ST % 001 uexpedepusur
ueleyssay

Sued isusjradiy
ueuzAe[Rd

elLIopuad 9SBIUIS.IS

Jepuels rensas
ue1eyasay UrULLs nfue]
uejedepusui ers(| eped

W3IN rd % 00T | % 00T | % 00T | % 001 | % 001 % S9 % 00T

seje 93 uejeyosay
unye} Q9 eish eiegau ueuBAed

edrem asejuas.ta ]

Jepuels rensas
Jpnpold

uejeyosay SurULysS
eis| eped

N3N rd % 00T | % 00T | % 00T | % 001 | % 001 % 18 % 001 uvespedepusur
uelByaSay|

unyel 6G-G IS
ueuzAeod

3UBIO 9SBJUSS.II




(AIH)

BIShUBW Ynqnji

Jepuels
uee) eAep
rensss A[H Ip
uesyeuwa[au
1Syoje( ueueie[ad
Suel
W3N rd % 00T | % 00T | % 001 | % 001 | % S9 % 6V S % 001 uesjedepusut cl
STLIIA ISYOJULId)
AIH IS¥ajulial
OISTY
os[Isal ueguap
ueduap duelo
SurIo 9SBIUIS.II]
uejeyasay|
ueuzAead
Jepuels rensss (ar)
D€Ll ueuele[ad sIsonyJIaqny],
W3IN rd % 00T | % 00T | % 00T | % 001 | % 0S % 0€ % 001 uexjedepusur | e3npis] Sueio | 1]
D€l e3npial UEIRYaSay|
3uelo 9sejuas.I9] ureuzAed
Iepuels rensas emil (roao) yersg
uereyosoy ueuelead | emip uensduen
W30 rd % 00T | % 00T | % 00T | % 001 % O % 0¢ % 001 uexyedepusu ueduop 3uelo | O
Suel jeraq uejeyasoy
OO 9SBIUSS.I] ueureAepd




N3N rd

% 001

% 86

% L6

% 96

% S6

% €6

% S6

yedure)
(Svig) yeroas
Jeuy Isesrunuif

ueng uednye)

WMN rd

% 001

% 86

% L6

% 96

% S6

% €6

% S6

1d (svig) yeloas
Jyeuy isesiunu]

ueng uednse)d

N3N rd

% 001

% 86

% L6

% 96

% S6

% €6

% G6

al (Svig) yeloxas
yeuy Iisesrunu]

ueng uednye)

S

AN rd

% 001

% 001

% 001

% 001

% 001

% 001

% 85

(1ar) dexdue
Jese(] 1Isestunu]

uednse)

W3N rd

% 001

% 88

% 98

% ¥8

% €°€8

% €°€8

% 86

(on)
uoynZIUNWW]
pryo 1osiaarur]
ueyeIn[@y /esag

uednye) ‘e

ISesTuNw|

ueuzAead

€l




eyduy ‘e

eS3ue] UeBJEYaSay
N3N rd % G9 % G9 % S9 % GO % S9 % mawm % S9 yeuwnt Awmmnz 1eyas MWOEOMQ ql
uep yrisiog dnpiy wEuBAEed
nye[ad UeeuIquUd |
SISELIE[Y
ejuepuad
N3N rd % 00T | % 001 | % 001 | %001 | % 00I % 0 % 001 ‘
veuederad
uednye) ‘o
arerp uveuedead
N3N rd % 001 | % 00T | % 00T % G6 % 06 % S8 % 001 (s1seLre[y
uednye)d ‘p
‘el
eruownaud eds] ‘qaq
ejopuad ‘esnyp) eLuure] v
W3N rd % 00T | % 00T | % 00T | % 001 | % 001 % 001 % 001
uenwouad Tejnuaw
uednye) o ieduad
smuaf seqaq ueuRARRd
W30 rd % 00T | % 001 | % 001 | % 001 | % 86 % €°96 % 001
edue uednye) ‘q
eIsny
N3N rd % 001 % 08 % 09 % O % 0¢ % ST % 001 Ue(nquosay




W30 rd

% 9S

% 99

% 99

% 9S

% 0L

% 0L

% 99

uedunsurl]
ueIeyasay

1s3adsuj

oSelusslad

N3N rd

% S8

% S8

% S8

% G8

% S8

% 08

% S8

yisioq JIre
rue.Ies depeys)
uedun3ur]
ue}eyasay

1syadsuj

2SBIU9sIo] °

N3N rd

% 0F

% Ot

% 0t

% 0t

% SL

% SL

% O

NW4.LS
UEBUBSYB[oW
guel

esop yeunp

q

AN rd

% €8S

% €8S

% €8S

% €89

% €8S

% LS 9L

% 8¢'8S

(yeyss

uequuel) yele|
SueA 1sejiues
sasye depey.la)
Anpnpusd
oSBluULSIad

‘e

uedun3ur]
uBIEYaSa

ueuRAeRd

91




W3N d

% 001

% 06

% 06

% 06

% 06

% 001

% 001

snuny ejeq
13eq ueyeqUE]
uUBUBN BN

N3N rd

% 001

% 001

% 001

% 001

% 001

% 001

% 001

(Ql1.L) yereq
Jequieg], 19[qe,
uexjedepusawi

nd efeway -

W3N rd

% 001

% 06

% 08

% 0L

% 09

% GE'TE

% 001

JsnHSHH ISV

1Z13 ueuBAR[dd

L1

W3N rd

% €99

% €99

% €99

% €99

% 0L

% 0L

% +€°99

(uedueq
uesyeoduad
reduwa])

ddl, depeyiay
uedun3ur|
uejeyasay]

1syadsuj

oselUasSIod °

(wnwn
sejsey yedwo)
N4l depey.ra)




elioy

(1o
W0 rd % 001 | % 06 % 08 % 09 % 0% % 0 % 001 s uejeyssay | "0c¢
uejeyasdy| vAedn ueusieRg
sod uzeulquad ‘®
Jeyereise yesereAsewt
Ip 1313 Uejeyasay ‘61
AN rd % 08 % 08 %08 % 08 % 08 % 08 % 09 wzeurquad 1313 Uejeyosay|
uednye) ‘e ueuzAeRd
SBIIuNwoy
W30 rd % 00T | % 06 % 08 % 09 % O % 001 % 001 uejzmeraday
ueynsy ‘p
oduworay
W3N rd % 001 % 06 % 0L % 0S % 0€ % 001 % 001 uejyzmeraday]
ueynsy o
= JexeIzASeW
Al Uep []] LIpueta uejeyasay
N3N rd % 001 | % 001 | % S6 % 06 % S8 % 001 % 83 ‘1
edrenfoy] uednye) 'q uejemetaday
ueuzAeRd
uerel
yemer uedunfuny
N3N rd % 001 % 06 % S8 % 08 % 0L % 0 % 001
npiaput
ueyemesaday]
ueynsy ‘e




1SRl

BISPU]
ueure[ey snsey P
N3N d % 001 | % 001 | % 001 | % 001 | % 001 % 001 % 001 UBJEYDSI | €T
ueuedueuad
ueurAeRd
uednye) -
[euorsipen
WXN rd %001 | %001 | % 001 | %001 | %001 % t+9°0 % €1
yeya4Auad
ureuIquiadd - Jojuauua[dwoy]
(VDOL) edreniay [euolsipen} | ‘g
JeqO UBWEUR], uvurRAe[Rd
N3N rd % 001 % 06 % 08 % 09 % 0% % 0 % 00T uejeejueliod
xyjodwo[ay
UBBUIqUIdd
ifey yeewepr
uore) ruewsep
NN rd % 001 | % 00T | % 001 | % 001 | % 001 % 001 % 001
ueredngey
ue.nynduad - Bderyu[o
ueleyasay | ‘1¢g
el ueurRAeRd
yeue ruewse
WBIN °d % 001 | % 00T | % 00T | % 001 | % 001 % 001 % 001

ueredngay

ue.nynsusad




(sueqAIng)

eluure|
W3O °d %06 | %06 | %06 | %06 | %06 % 06 % 00T ueduequwagduad | ‘ST
jeduad npedisy uejEeyasay
SURB[I2AINS ueurAepd
uejedajay]
uednye) ‘e
BUBOUIY
NN rd % 00T | % 00T | % 00T | % 001 | % 001 % 0 % 001 eueduaq Isuajod ded3ue], | ‘¢
neje/uep ueuzAe[ad
BUBOUS( Jeqiye
ue)2yasay SISLIY
sedwrep ueuBgUBUI ]
N3N rd % 00T | % 08 % 0L % 0S % 0€ % 0€ % 001 Merejes

ueuedueudd ‘q




NOJNI

a.LlL

‘NOFANIIO ILVdnd

NOFHNIO NALVdNIVY HVIHEVA SIAV.LHINHS

o Jaequeseq (¢ [eS8ue} eped
Joquing Ip ueyduepuni(

N3N rd

% 001

% 001

% 001

% 001

% 001

% 0

% 001

(@11) eselq

Ien| uerpeloy

ueduengdueuad
uedne) 'q




LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR - 198 Talun 2020

TANGGAL : 30 Desember 2220

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA

A. INDIKATOR SPM UKP

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT WINONG
KABUPATEN CIREBON

1. Pelayanan Pemeriksaan Umum

Judul

Pelayanan Pemeriksaan Umum.

Dimensi Mutu

Kompetensi, keselamatan dan kualitas sesuai SOP

Pengumpulan Data

Tujuan Semua pasien berusia >5 tahun mendapat
pelayanan sesuai standar.
Definisi Pelayanan umum adalah Pelayanan vyang
Operasional diberikan kepada pasien usia >5 tahun dengan
keluhan penyakit umum sesuai standar meliputi :
1. Kepatuhan Petugas terhadap SOP
2. Penggunaan Obat Rasional |
3. Waktu pelayanan maksimal 15 menit
4. Kepuasan pasien
S. Tidak terjadi kesalahan Identifikasi pasien
Frekuensi Setiap hari.

Periode Analisa

Setiap bulan.

Nominator

Jumlah pasien berusia >S5 tahun mendapat

nelavanan sesuai standar selama 1 tahun.

- 4 -

{




Denominator Jumlah kunjungan pasien dalam kurun waktu

yang sama.
Sumber Data Register pelayanan umum.
Target 100% pasien mendapat pelayanan sesuai standar

Langkah Kegiatan | Anamnesa, pemeriksaan, penegakan diagnosa,
g p peneg
pemeriksaan penuniang bila diperlukan,

pendidikan kesehatan, dan pemberian resep.

Penanggung Jawab | Petugas pelayanan umum.

Pengumpul data

2. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Judul Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut.
Dimensi Mutu Kompetensi, keselamatan dan kualitas sesuai SOP
Tujuan Semua pasien yang memerlukan pelayanan

kesehatan gigi dan mulut mendapat pelayanan

sesuali standar.

Definigi Pelayanan gigi dan mulut adalah Pelayanan yang

Operasional diberikan kepada pasien sesuai standar, Meliputi :

1. Kepatuhan Petugas terhadap SOP
2. Penggunaan Obat Rasional

3. Waktu pelayanan tindakan maksimal 30
menit

4. Kepuasan pasien

5. Tidak terjadi kesalahan Identifikasi pasien

Frekuensi Setiap hari.

Pengumpulan Data

Periode Analisa Setiap bulan.

Nominator Jumlah Pasien gigi dan mulut yang mendapat

pelayanan sesuai standar dalam waktu 1 tahun.




Denominator

Jumlah Kunjungan gigi dan mulut dalam kurun

waktu yang sama.

Sumber Data

Register Kunjungan Gigi.

Target

100 %

Langkah Kegiatan

Anamnesa, pemeriksaan fisik,

penunjang bila diperlukan, pendidikan kesehatan,

pemeriksaan

tindakan yang diperlukan, pemberian resep bila

perlu.

Pengumpul data

Penanggung Jawab

Dokter  gigi/penanggung  iawab

kesehatan gigi dan mulut.

3. Pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP

Judul Pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP.

Dimensi Mutu Kompetensi, keselamatan dan kualitas sesuai
SOP.

Tujuan Semua pasien yang memerlukan pelayanan
kesehatan keluarga mendapat pelayanan sesuai
standar.

Definisi Pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP

Operasional adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu dan

anak serta balita sesuai standar meliputi :

1. Kepatuhan Petugas terhadap SOP

2. Waktu pelayanan KB MKJP maksimal 30
menit

3. Waktu pelayanan imunisasi maksimal 30
menit

4. Kepuasan pasien

5. Tidak terjadi kesalahan identifikasi pasien




4.

Frekuensi

Pengumpulan Data

Setiap hari.

Periode Analisa

Setiap bulan.

Nominator

Jumlah pasien kesehatan keluarga yang

mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar

dalam kurun waktu satu tahun.

Denominator

Jumlah kunjungan pasien kesehatan keluarga

dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Registrasi pelayanan kesehatan keluarga.

Target

100 %

Langkah Kegiatan

Anamnesa, pemeriksaan fisik,

penunjang bila diperlukan, pendidikan kesehatan,

pemeriksaan

tindakan yang diperlukan, pemberian resep bila

perlu.

Penanggung Jawab

Pengumpul data

Bidan Puskesmas.

Pelayanan gawat darurat

Judul

Pelayanan gawat darurat.

Dimensi Mutu Kompetensi, keselamatan dan kualitas sesuai
SOP.

Tujuan Semua pasien gawat darurat mendapat pelayanan
kesehatan kegawatdaruratan sesuai standar.

Definisi Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan

Operasional kesehatan yang diberikan kepada pasien dengan

kasus kegawatdaruratan sesuai standar meliputi :

Kepatuhan Petugas terhadap SOP
Pelayanan berdasarkan triase pasien

Kepuasan pasien

g L B e

Tidak terjadi kesalahan identifikasi pasien




Frekuensi

Pengumpulan Data

Setiap hari.

Periode Analisa

Setiap bulan.

Nominator Jumlah pasien pelayanan gawat darurat
mendapat pelayanan kegawatdaruratan sesuai
standar dalam kurun waktu satu tahun.

Denominator Jumlah pasien pelayanan gawat darurat
mendapat pelayanan kegawatdaruratan dalam

kurun waktu satu tahun yang sama.

Sumber Data

Registrasi kunjungan pelayanan gawat darurat.

Target

100 %

Langkah Kegiatan

Triase, penanganan kegawatdaruratan, rujukan

bila diperlukan.

Penanggung Jawab

Pengumpul data

Petugas pelayanan gawat darurat.

5. Pelayanan gizi yang bhersifa

t UKP

ik

Judul

Pelayanan gizi yang bersifat UKP.

Dimensi Mutu Kompetensi, keselamatan dan kualitas sesuai
SOP.

Tujuan Semua pasien berusia 0-39 Dbulan yang
memerlukan pelayanan gizi, mendapat pelayanan
sesuai standar.

Definisi Pelayanan gizi yang Dbersifat UKP adalah

Operasional pelayanan kesehatan yang diberikan kepada

pasien usia 0-59 bulan sesuai standar, meliputi :

1. Kepatuhan SOP petugas
2. Waktu

pertumbuhan status gizi maksimal 30 menit

pelayanan pemantauan




3. Waktu pelayvanan konseling Pemberian
Makanan pada Anak (PMBA) maksimal 30
menit

4. Kepuasai pasiei

5. Tidak terjadi kesalahan identifikasi pasien

Frekuensi

Pengumpulan Data

Setiap hari.

Periode Analisa

Setiap bulan.

Nominator Jumlah pasien pelayanan gizi yang mendapat
pelayanan kesehatan sesuai standar dalam
kurun waktu satu tahun.

Denominator Jumlah kunjungan pelayanan gizi dalam kurun

waktu yang sama.

Sumber Data

Registrasi pelayanan gizi.

Target

100 %

Langkah Kegiatan

Anamnesa, fisik,

pertumbuhan balita, pemantauan status gizi,

pemeriksaan pemantauan

penyuluhan kesehatan dan pemberian resep bila

perlu.

Penanggung Jawab

Pengumpul data

Petugas gizi.

6. Pelayanan kefarmasian

Judul

Pelayanan kefarmasian.

Dimensi Mutu

Kompetensi, keselamatan dan kualitas sesuai

SOP.

Tujuan

Ketersediaan dan pelayanan obat sesuai standar.




Definisi

Pelayanan kefarmasian adalah pelayanan

Operasional pemberian obat sesuai standar meliputi :
1. Kepatuhan SOP waktu penyiapan obat non
racikan <15 menit dan obat racikan < 25
menit
2. Pemberian Informasi Obat (PIO)
3. Kepuasan pasien
4. Tidak terjadi kesalahan identifikasi pasien
Frekueinsi Setiap hari.

Pengumpulan Data

Periode Analisa

Setiap bulan

Nominator Jumlah resep pasien vang dilavani sesuai standar
dalam kurun waktu satu tahun.
Denominator Jumlah resep obat yang masuk dalam kurun

waktu satu tahun yang sama.

Sumber Data

Rekapitulasi penggunaan obat rasional.

Target

100 %

Langkah Kegiatan

Menerima resep, penyediaan obat, pemberian obat
kepada pasien sesuai identitas, menjelaskan

pemakaian obat.

Penanggung Jawab
Pengumpul data

Petugas farmasi.




7. Pelayanan laboratorium

Judul Pelayanan laboratorium.

Dimensi Mutu Kompetensi, keselamatan dan kualitas sesuai
SOP.

Tujuan Pasien yang membutuhkan pelayanan
pemeriksaan laboratorium mendapat pelayanan
laboratorium sesuai standar.

Definisi Pelayanan laboratorium adalah pemeriksaan

Operasional penunjang diagnosa menggunakan sediaan
spesimen yang dibutuhkan sesuai standar
meliputi :

Kepatuhan SOP

2. Petugas waktu pemeriksaan sampel
maksimal 60 menit

3. Kepuasan pasien

4. Tidak terjadi kesalahan identifikasi pasien

Frekuensi Setiap hari.

Pengumpulan Data

Periode Analisa Setiap bulan.

Nominator Jumlah pemeriksaan laboratorium sesuai standar
dalam kurun waktu satu tahun.
Denominator Jumilah seluruh pemeriksaan laboratorium pada

kurun waktu satu tahun yang sama.

Sumber Data

Register pelayanan laboratorium.

Target

100 %

Langkah Kegiatan

Pengambilan/penerimaan spesimen, pemeriksaan
dengan menggunakan regen dan alat sesuai
standar, hasil

pencatatan pemeriksaan,

pemberian hasil pemeriksaan kepada pasien.




Penanggung Jawab | Petugas laboratorium.

Pengumpul data

BUPATI CIREBON,
TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desemlr 00
SEKRETA AERAH KABUPATEN CIREBON

BERI X CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 189 SERIE



LAMPIRAN IV

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

INDIKATOR SPM UKM

PERATURAN BUPATI CIREBON

: 198 [ahn 2020
D Desember 2020
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT WINONG
KABUPATEN CIREBON.

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil

Judul

Pelayanan kesehatan ibu hamil

Dimensi Mutu

Keselamatan

Tujuan

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan

antenatal sesuai standar.

Definisi Operasional

ibu

telah memperoleh pelayanan

Pelayanan kesehatan ibu hamil adalah

hamil yang
antenatal minimal empat kali selama kehamilan
di wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

melipudl :

a. Standar kuantitas (kunjungan 4 kali

selama periode kehamilan K4) sesuai
Jadwal
b. Standar kualitas (pelayanan antenatal

memenuhi 10T)

|

Frekuensi | Setiap hari |
pengumpulan data
Periode Analisa Setiap bulan

ity hamil vane
iU

mendapatkan
pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah
kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu

tahun.

|

|

A Asna s At

Lsviiviiiactuvl

o] P T
wilaycail nulja

o A

Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun

|

yang sama.
Sumber Data SIMPUS, dan KOHORT IBU
Target 100%




| Langkah Kegiatan Pendataan ibu hamil, pembuatan kantong |

persalinan, pelayanan antenatal, pencatatan
pelaporan, MONEV dan PWS

Penanggung Jawab | Bidan koordinator KiA

2. Pelayanan kesehatan ibu Bersalin

| Judul Pelayanan kesehatan ibu Bersalin 1
Dimensi Mutu Keselamatan dan efektivitas
Tujuan Untuk mencegah Kematian Ibu dan Kematian

Bayi dari proses kehamilan dan persalinan

Definisi Operasional | Pelayanan kesehatan ibu Bersalin adalah

cakupan ibu bersalin yang mendapat

pertolongan persalinan sesuai standar,
Aldanyaés -

J.JJ.\.A.J.PIA.LJ. -

a. Persalinan normal

b. Persalinan komplikasi
Q

]
1

Par S
uap riail

Pengumpulan Data

Periode Analisa Setiap bulan

Nominator Jumlah kumulatif persalinan di wilayah kerja |
pada kurun waktu tertentu, yang persalinannya
memperoleh pertolongan dari tenaga kesehatan

yang memiliki kompetensi kebidanan

Denominator Jumlah seluruh sasaran persalinan di wilayah

kerja pada kurun waktu yang sama

Sumber Data SIMPUS, KOHORT IBU dan KOHORT BAYI

Toront I[ 1NN0L i
4 AL 8\4 (% AN IO

Langkah Kegiatan Pelayanan persalinan, perawatan  nifas,

monitoring dan evaluasi serta PWS

! Penanggung Jawab | Bidan Koordinator KIA 1

1 J

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Judul Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Dimensi Mutu [ Keselamatan dan kontinuitas i

Tujuan Untuk mencegah kematian neonatus dan
kecacatan bayi baru lahir




| Definisi Operasional

| Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir adalah |
cakupan bayi usia 0-28 hari yang memperoleh
pelayanan  kesehatan sesuai standar yaitu

Kurnjungan neonatal (KNJj

Frekuensi Setiap hari

pengumpulan data

Periode Analisa Setiap bulan

Nominator Jumiah bayi usia 0-2Z8 hari yang memperoieh |
pelayanan kesehatan sesuai standar, di wilayah
kerja pada kurun waktu tertentu

Denominator Seluruh bayi lahir hidup di wilavah keria dalam

kurun waktu tertentu

Sumber Data

SIMPUS, dan KOHORT BAYI, SIRS, dan Klinik

Target

100%

Langkah Kegiatan

Peningkatan kompetensi, Manajemen Terpadu
Bayi Muda (MTBM), Stimulasi Deteksi
Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)
Kuijungain Layi dalain dain  luair  geduilg,

rujukan audit kematian dan kesakitan

Penanggung Jawab

Bidan Koordinator KIA, dan Koordinator MTBM

. Pelayanan kesehatan balita

Judul

Pelayanan kesehatan balita

Dimensi Mutu

Keselamatan dan kontinuitas

Tujuan

Menemukan secara dini gangguan kesehatan‘
dan kelainan tumbuh kembang yang terjadi
pada balita

Definisi Operasional

Pelayanan kesehatan balita adalah cakupan
[——
kesehatan dan tumbuh kembangnya sesuai
standar meliputi :

a. Pelayanan kesehatan balita sehat

b. Pelayanan kesehatan balita sakit

Frekuensi

pengumpulan data

-

Setiap hari

Periode Analisa

Setiap bulan

Nominator

Jumlah balita umur 0-59 bulan yang mendapat

pelayanan sesuai standar




5.

| Denominator

[ Jumlah balita umur 0-59 bulan vang ada di|
wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun yang

sama

Sumber Data

| SIMPUS, KOHORT BALITA, Buku KIA, KMS dan |
Register MTBS

Target

100%

Langkah Kegiatan

Peningkatan kompetensi kesehatan balita
Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS),
Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh
Kembang (SDIDTK) pelayanan kunjungan balita
|dan pra sekolah di dalam maupun di luar|

gedung serta pelayanan rujukan

Penanggung Jawab

Bidan koordinator KIA, Koordinator MTBS dan

| Nutrisionis |

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

Judul

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan

dasar |

Dimensi Mutu

Keselamatan dan kualitas

Tujuan

Setiap anak pada wusia pendidikan dasar

mendapat skrining kesehatan sesuai standar

Definisi Operasional

Pelayanan kesehatan pada wusia pendidikan
dasar (kelas 1-9) adalah cakupan pelayanan

skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar

L
A
3
5
3
3
-
&
D
t
[

a. Skrining kesehatan

b. Tindak lanjut hasil skrining kesehatan

s s

Pengumpulan Data

Satnn tahuin sekali

— - etas A vaas Saaa

Periode Analisa

Satu tahun sekali

Nominator Jumlah anak wusia pendidikan dasar yang
mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu
satu tahun ajaran

Denominator Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang

ada di wilayah kerja tersebut dalam kurun

waktu satu tahun ajaran yang sama




| Sumber Data

Hasil pencatatan dan pelaporan peniaringan
anak sekolah (status gizi, tanda vital, kesehatan

gigi dan mulut serta kesehatan indera)

Target

| 100%

Langkah Kegiatan

Pendataan sasaran, pemberian

tindak

pelayanan

skrining kesehatan, lanjut hasil

penjaringan, pencatatan dan pelaporan

Penanggung Jawab

v vy

. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Judul

Dimensi Mutu

i Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Kualitas dan kontinuitas

Tujuan

Setiap warga negara usia 15-59 tahun
mendapatkan  skrining kesehatan  sesuai
standar.

Definisi operasional

Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
adalah Cakupan penduduk usia 15-59 tahun
| yang mendapat pelayanan skrining kesehatan
sesuai standar, meliputi :

a. Edukasi kesehatan termasuk KB

b. Skrining penyakit menular dan tidak
menular
Frekuensi Setiap hari
pengumpulan data
Periode Analisa Setiap bulan

Nominator Jumlah orang wusia 15-59 tahun di wilayah
Puskesmas yang mendapat pelayanan skrining
kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu
satu tahun

Denominator Jumlah orang usia 15-59 tahun yang ada di

wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama

Sumber Data

SIMPUS dan hasil pencatatan dan pelaporan

hasil

kunjungan serta

POSBINDU

pasien, kegiatan

Target

100%

Langkah Kegiatan

Skrining faktor resiko PTM dan gangguan

mental emosional dan perilaku, konseling,




pencatatan dan pelaporan, monitoring dan

evaluasi.

Penanggung Jawab | Penanggung jawab program PTM

. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

Judiil Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
Dimensi Mutu Keselamatan dan kualitas kesehatan
Tujuan Agar setiap warga negara usia 60 tahun ke

atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai

standar

Definisi Operasional | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut adalah
Cakupan warga negara usia 60 tahun ke atas
yang mendapatkan skrining kesehatan sesual
standar minimal 1 kali setahun, meliputi :

a. Edukasi Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat

b. Skrining pada Lansia

Frekuensi Setiap hari

pengumpulan data

Periode Analisa Setiap bulan

Nominator Jumlah warga negara yang berusia 60 tahun
ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan
sesuai standar minimal 1 kali setahun dalam

kurun waktu 1 tahun

Denominator Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun
atau lebih yang ada di wilayah kerja dalam

kurun waktu 1 tahun yang sama

Sumber Data SIMPUS, Pelaporan dan pencatatan kunjungan
Target 100%
Langkah Kegiatan Pendataan lansia, skrining kesehatan lansia,

pemberiain buku kKesehatain lansia, pelayaiai

rujukan, pencatatan pelaporan

Penanggung Jawab | Penanggung jawab program Usia Lanjut

. Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi

Judul Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi

Dimensi Mutu Keselamatan dan kualitas




Tujuan

Setiap penderita Hipertensi mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar,sebagai

upaya pencegahan sekunder di wilayah kerja

Definisi Operasional

Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi
adalah Cakupan jumlah penderita Hipertensi
yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar, meliputi :

a. Pengukuran tekanan darah

b. Edukasi dan penatalaksanaan hipertensi

Frekuensi

pengumpulan data

Setiap hari

Periode Analisa

Setiap bulan

Nominator Jumlah penderita Hipertensi usia 2 15 tahun
yvang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar di wilayah kerja dalam kurun waktu
satu tahun

Denominator Jumlah Estimasi penderita Hipertensi usia 2 15

tahun yang ada di wilayah kerja berdasarkan
angka Prevalensi Puskesmas dalam kurun

waktu satu tahun pada tahun yang sama

Sumber Data

Kohort Kunjungan penderita hipertensi

Target

100%

Langkah Kegiatan

Pendataan penderita, skrining, melakukan
pelayanan sesuai standar, melakukan rujukan,
pencatatan dan pelaporan, monitoring dan

evaluasi.

Penanggung Jawa

!

Penanggung jawab program PTM
tete] b

. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM)

Judul

Pelayanan kesehatan penderita Diabetes

Melitus

Dimensi Mutu

Keselamatan dan kualitas kesehatan

Tujuan

Setiap penderita DM mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar,sebagai upaya

pencegahan sekunder di wilayah kerja

Definisi Operasional

Pelayanan kesehatan penderita DM adalah

Cakupan jumlah penderita DM yang




10.

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar, meliputi :

a. Pengukuran gula darah

b. Edukasi

c. Terapi Farmakologi
Frekuensi Setiap hari
pengumpulan data
Periode Analisa Setiap bulan

Nominator Jumlah penderita Diabetes Melitus usia 2 15
tahun yang mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar di wilayah kerja
dalam kurun waktu satu tahun

Denominator Jumlah Estimasi penderita Diabetes Melitus

Sumber Data

usia 2 15 tahun yang ada di wilayah kerja
berdasarkan angka Prevalensi Kabupaten
dalam kurun waktu satu tahun pada tahun
yang sama

Kohort Kunjungan penderita Diabetes Melitus

Target

100%

Langkah Kegiatan

Pendataan penderita, skrining, melakukan
pelayanan sesuai standar, melakukan
rujukan, pencatatan dan pelaporan,

monitoring dan evaluasi.

Penanggung Jawab

Penanggung jawab program PTM

Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)

Judul

Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan‘

Jiwa Berat

Dimensi Mutu

Keselamatan dan kualitas

Tujuan

Setiap penderita OGDJ berat mendapatkan

pelayanan kesehatan sesuai standar.

Definisi Operasional

Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan
Jiwa Berat adalah Jumlah ODGJ berat di
Puskesmas mendapatkan pelavanan kesehatan
jiwa Promotif, Preventif sesuai standar, meliputi:

a. Deteksi dini gangguan Jiwa




b. Edukasi dan penatalaksanaan kesehatan

Jiwa termasuk rujukan

Frekuensi

pengumpulan data

Setiap minggu

Periode Analisa

Setiap bulan

Nominator Jumlah ODGJ Dberat di wilayah kerja
mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai
standar dalam kurun waktu satu tahun.

Denominator Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di

wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun

yang sama

Sumber Data

Kohort Kunjungan Penderita ODGJ

Target

100%

Langkah Kegiatan

Penyvediaan buku pedoman Kesehatan Jiwa,
Pelayanan kesehatan ODGJ berat di Puskesmas,
Pelaksanaan kunjungan rumah, monitoring dan

evaluasi.

Penanggung Jawab

Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Jiwa

11. Pelayanan Kesehatan orang Terduga Tuberkulosis (TB)

Judul

Pelayanan Kesehatan orang Terduga

Tuberkulosis

Dimensi Mutu

Keselamatan dan kualitas

’T‘u:1iﬂﬁ
1juacii

Setiap orang dengan TB mendapatkan
pelayanan TB sesuai standar

Definisi Operasional

Pelayanan Kesehatan orang terduga
Tuberkulosis (TB) adalah Jumlah orang terduga
rang mendapatkan pelayanan TB sesuai
standar, meliputi :

a. Pemeriksaan klinis
b. Pemeriksaan penunjang

c. Edukasi dan penatalaksanaan Tuberkulosis

termasuk rujukan

Frekuensi

Pengumpulan Data

Setiap minggu

Periode Analisa

Setiap bulan




[y
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Nominator

Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan
pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu

satu tahun

Denominator

Jumlah orang terduga dengan TBC dalam kurun

waktu satu tahun yang sama

Sumber Data

Laporan TB

Target

100%

Langkah Kegiatan

Peningkatan SDM TB, Penyediaan KIE TB,
Pelayanan dan Pemeriksaan TB, rujukan kasus
TB, Jejaring kemitraan pelayanan TB,

Pencatatan Pelaporan, Monitoring dan evaluasi.

Penanggung Jawab

Penanggung jawab Program TB

Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang

Ciips

Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)

Judul

Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko
terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan

tubuh manusia (HIV)

Dimensi Mutu

Keselamatan dan kualitas

Tujuan

Setiap orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil,
pasien TB, pasien IMS, waria/transgender,
pengguna napza, dan warga binaan lembaga
permasyarakatan) mendapat pemeriksaan HIV

sesuai standar.

Definisi

Operasioonal

Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko
terinfeksi HIV adalah orang beresiko terinfeksi
HIV yang datang ke Puskesmas dan
mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar,
meliputi :

a. Edukasi perilaku beresiko terinfeksi HIV

b. Skrining populasi kunci

Frekuensi

Pengumpulan Data

Satu minggu dua kali

Periode Analisa

Setiap bulan

Nominator

Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV

yang mendapatkan pelayanan sesuai standar

dalam kurun waktu satu tahun
|




[y
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| Denominator

Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV
yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu

satu tahun yang sama

Sumber Data

Register kunjungan

Target

Langkah Kegiatan

100%

Pemetaan kelompok sasaran, penyediaan SDM,
Penyuluhan, Jejaring dan Kemitraan
pemeriksaan HIiV, Rujukan kasus HIiV,

Pencatatan dan pelaporan, Monitoring dan

Evaluasi

Penanggung Jawab

Pengumpul data

Penanggung jawab program HIV

Pelayanan Imunisasi

a. Judul

Desa/Kelurahan Universal Child Immunization
(UCI)

Dimensi Mutu

kuantitas dan kualitas,

Tujuan 2 80 % dari jumlah bayi yang ada di
Desa/Kelurahan  sudah mendapat imunisasi
dasar lengkap.

Definisi Universal Child Immunization (UCI) adalah

Operasional Desa/Kelurahan dimana 2 80 % dari jumlah
bayi yang ada di Desa/Kelurahan tersebut
sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam
waktu satu tahun.

Frekuensi Setiap minggu.

Pengumpulan

Data

Nominator

Denominator

Periode Analisa

Setiap bulan.
Jumlah Desa/Kelurahan  Universal Child
Immunization (UCI) yang ada di wilayah

Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun.

Jumlah Desa/Kelurahan yang ada di wilayah
Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang

sama.




Sumber Data

| Laporan bulanan imunisasi.

Target

93%

Langkah Kegiatan

Penentuan sasaran, menentukan jenis vaksin

yang diberikan, pemberian vaksinasi,

pencatatan laporan, monitoring dan evaluasi.

Penanggung

Jawab

Penanggung jawab program imunisasi.

. Judul

| Imunisasi Dasar Lengkap (IDL).

Dimensi Mutu

Keselamatan dan kualitas.

Tujuan Meningkatkan cakupan bayi mendapat
Imunisasi Dasar Lengkap (IDL).

Definisi Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) adalah bayi yang

Operasional da di wilayah kerja tersebut sudah mendapat
Imunisasi Dasar Lengkap (IDL).

Frekuensi Setiap minggu.

Pengumpulan Data

Periode Analisa

Setiap bulan.

Nominator Jumlah bayi mendapat imunisasi dasar lengkap
yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu
satu tahun.

Denominator Jumlah seluruh bayi ada di wilayah Kerja pada

| kurun waktu satu tahun yang sama.

Sumber Data

Laporan bulanan imunisasi.

Target

93%
|

Langkah Kegiatan

Penentuan sasaran, menentukan jenis vaksin

yang diberikan, pemberian vaksinasi,

pencatatan laporan, monitoring dan evaluasi.

Penanggung Jawab

Penanggung jawab program imunisasi.




. Judul

Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Tetanus

difteria (Td)

Dimensi Mutu

keselamatan dan kuantitas.

Tujuan Memberikan kekebalan terhadap penyakit
Difteria Tetanus pada siswa kelas 2 dan 5
Sekolah Dasar.
|

Definisi BIAS Td adalah jumlah siswa kelas 1 Sekolah

Operasional Dasar (SD) atau sederajat, laki-laki dan

perempuan yang mendapatkan imunisasi Td.

Pengumpulan Data

Setiap tahun.

Periode Analisa

Setiap tahun.

Nominator

Jumlah siswa kelas 2 dan 5 Sekolah Dasar (SD)
yang mendapatkan imunisasi BIAS Td yang ada

di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.

Denominator

Jumlah seluruh siswa kelas 2 dan 5 Sekolah
Dasar (SD) yang ada di wilayah kerja pada

kurun waktu satu tahun yang sama.

Sumber Data

Laporan BIAS.

Target

95%

Langkah Kegiatan

Penanggung Jawab

Pendataan sasaran, menyiapkan vaksin dan
logistik, pelaksanaan  BIAS, pencatatan,

sweefing dan pelaporan.

! Penanggung jawab program imunisasi.

. Judul

| BIAS DT (Difteria Tetanus)

Dimensi Mutu

keselamatan dan kuantitas.

Tujuan

Memberikan kekebalan terhadap penyakit
Difteria Tetanus pada siswa kelas 1 Sekolah

Dasar.




Definisi

BIAS DT adalah jumlah siswa kelas 1 Sekolah

Operasional Dasar (SD) atau sederajat, laki-laki dan
perempuan yang mendapatkan imunisasi DT.
Frekuensi Setiap tahun.

Pengumpulan Data

Periode Analisa

Setiap tahun.

Nominator

mendapatkan imunisasi Bias DT yang ada di

wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.

(SD)

waktu satu tahun yang sama.

yang ada di wilayah kerja pada kurun

um poran

Target 95%

Langkah Kegiatan | Pendataan sasaran, menyiapkan vaksin dan
logistik,  pelaksanaan  BIAS, pencatatan,

sweeping dan pelaporan.

Penanggung Jawab

. Judul

BIAS Campak.

Dimensi Mutu

keselamatan dan kuantitas.

Tujuan Memberikan kekebalan terhadap penyakit
Campak pada siswa kelas 1 Sekolah Dasar.

Definisi BIAS Campak adalah Jumlah siswa kelas 1

Operasional Sekolah Dasar (SD) atau sederajat, laki-laki dan
perempuan yang mendapatkan imunisasi
Campak.

Frekuensi Setiap tahun.

Pengumpulan




Periode Analisa

Setiap tahun.

Nominator Jumlah siswa kelas 1 Sekolah Dasar (SD) yang
mendapatkan imunisasi BIAS Campak yang di
wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun

Denominator Jumlah seluruh siswa kelas 1 Sekolah Dasar

(SD) yang ada di wilayah kerja pada kurun

waktu satu tahun yvang sama

Sumber Data

Laporan BIAS.

Target

95%

Langkah Kegiatan

Pendataan sasaran, menyiapkan vaksin dan
logistik, pelaksanaan  BIAS, pencatatan,

sweeping dan pelaporan.

Penanggung

Jawab

Penanggung jawab program imunisasi.

14. Pelayanan Penyakit Menular lainnya (Kusta, DBD, ISPA, Diare,
Filariasis)
a. Judul Kesembuhan kasus kusta MB (Multi Baciller)

Dimensi Mutu

Keselamatan dan kualitas.

Tujuan Penderita kasus kusta MB yang ditemukan dan
diberikan tatalaksana sesuai standar dan
menyelesaikan pengobatan.

Definisi Kesembuhan kasus kusta MB adalah jumlah

Operasional kasus baru MB dari periode kohort satu tahun
vang sama menyelesaikan pengobatan tepat |
waktu (12 dosis dalam 12-18 bulan).

Frekuensi Setiap bulan.

Pengumpulan

Data

Periode Analisa

Setiap tahun.




Nominator

Jumlah kasus baru MB dari periode kohort satu
tahun yang sama menyelesaikan pengobatan
tepat waktu (12 dosis dalam 12-18 bulan) di

wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.

Denominator

Jumlah seluruh kasus baru kusta MB yang
mulai MDT yang ada di wilayah kerja pada

Kurun waktu satu tahun yang sama.

Sumber Data

Laporan penyakit menular.

Target

100 %

Langkah Kegiatan

Validasi kasus, koordinasi penanganan kasus,

pengobatan dan = perawatan, Pencatatan

pelaporan, monitoring dan evaluasi.

Penanggung Penanggung jawab program penyakit menular.
Jawab
. Judul Pencegahan DBD dengan angka hebas ientik. |

Dimensi Mutu

Kuantitas dan kualitas.

Tujuan Pencegahan DBD dengan angka hebas jentik‘
pada rumah dan tempat-tempat umum.
Definisi Pencegahan DBD dengan angka bebas jentik

Operasional

adalah presentasi rumah atau tempat-tempat

umum yang diperiksa jentik dan bebas jentik.

Frekuensi

Pengumpulan

Data

Setiap bulan.

Periode Analisa

Setiap bulan.

Nominator Jumlah rumah dan tempat-tempat umum yang |
diperiksa jentik dan bebas jentik di wilayah
kerja dalam kurun waktu satu tahun.

enominator Jumlah rumatl n tempat-tempat umum yang

D t Juml h dan tempat-tempat umum yang

diperiksa jentik di wilayah kerja pada kurun




waktu satu tahun vang sama.

Sumber Data

Laporan penyakit menular.

Target | 95%
Langkah Kegiatan | Validasi jumlah sasaran, koordinasi
pemeriksaan jentik, sosialisasi, pencatatan

pelaporan, monitoring dan evaluasi.

Penanggung Penanggung jawab program penyakit menular.
Jawab
. Judul | Penemuan penderita pneumonia balita.

Dimensi Mutu

Kuantitas dan kualitas.

Tuinan Pneumonia yang ditemukan dan diberikan
tatalaksana sesuai standar.
Definisi Penemuan penderita pneumonia balita adalah

Operasional

Persentase balita dengan pneumonia yang

ditemukan dan diberikan tatalaksana sesuai

standar.
Frekuensi Setiap hari.
Pengumnulan
Data
Periode Analisa Setiap bulan.
|
Nominator Jumlah penderita pneumonia balita yang
ditangani di wilayah kerja dalam kurun waktu
satu tahun.
|
Denominator Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita

yvang ada di wilayah kerja pada kurun waktu

satu tahun yang sama.

i

Sumber Data

Laporan penyakit menular.

Target

86%




Langkah Kegiatan

Validasi kasus, koordinasi penanganan kasus,

pengobatan dan perawatan, pencatatan

Pelaporan, monitoring dan evaluasi.

Penangoiing
OO (&)

Jawab

Penangooiine iawah nroesram nenvakit menular.
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- Judul

Pelavanan diare pada kasus semua umur.

Dimensi Mutu

Kuantitas dan kualitas.

Tujuan Penderita diare semua umur yang ditemukan |
dan diberikan tatalaksana sesuai standar.
Definisi Pelayanan diare pada kasus semua umur adalah

Operasional

jumlah penemuan kasus diare pada semua

umur yang mendapatkan pelayanan/pengobatan

di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar.

Frekuensi Setiap hari.
Penoiimmniilan

Pengumpulan

Data

Periode Analisa Setiap bulan.

Nominator Jumlah penderita diare semua yang ditangani
di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.
Denominator Jumlah target penemuan penderita diare yang

ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu

tahun yang sama.

Sumber Data

| Laporan penyakit menular.

Target

86%

Langkah Kegiatan

Validasi kasus, koordinasi penanganan kasus,

pengobatan dan = perawatan, pencatatan

pelaporan, monitoring dan evaluasi.

Penanggung

Jawab

Penanggung jawab program penyakit menular.




e. Judul Pelavanan nenderita filariasis.

Dimensi Mutu Keselamatan dan kualitas.

Tujuan Semua penderita filariasis yang ditemukan dan
diberikan tatalaksana sesuai standar.

Definisi Semua penderita filariasis adalah presentasi

Operasional kasus filariasis yang dilakukan tata laksana
minimal 7 kali kunjungan rumah di wilayah

1kezja dalam waktn satu tahun. |

Frekuensi Setiap bulan.

Pengumpulan

Data

Periode Analisa Setiap tahun.

Nominator Jumlah penderita filariasis yang dilakukan
| | tatalaksana filariasis di wilayah kerja dalam
kurun waktu satu tahun.

Denominator Jumlah penderita filariasis yang ditemukan di
wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun |
yang sama.

Sumber Data Laporan penyakit menular.

Target 100%

Langkah Kegiatan | Validasi kasus, koordinasi penanganan kasus,
pengobatan dan perawatan, pencatatan
pelaporan, monitoring dan evaluasi.

Penanggung Penanggung jawab program penyakit menular.

Jawab

|
15. Pelayanan Promosi Kesehatan
Judul Pembinaan PHBS Rumah Tangga

Dimensi Mutu

Keselamatan dan kualitas

Tujuan

Merubah perilaku masyarakat hidup bersih dan

sehat untuk meningkatkan derajat kesehatan.

el

Definisi Operasior

al

RS

Pemberian informasi oleh petugas

kepada |




individu, keluarga, dan masyarakat tentang |

perilaku hidup bersih dan sehat sesuai standar.

Frekuensi Setiap hari

Pengumpulan Data

Periode Analisa Setiap bulan

Nominator Jumlah sasaran yang mendapatkan penyuluhan
dan pembinaan PHBS sesuai standar di wilayah

Puskesmas daiam kurun waktu satu tahun

Denominator Jumlah seluruh sasaran yang ada di wilayah
Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang

l sama

Sumber Data Laporan Promosi Kesehatan, Laporan Konseling
terpadu
Target | 100%

Langkah Kegiatan Peningkatan SDM, Penyediaan KIE, penyuluhan

dan pembinaan, Pencatatan Pelaporan,

Monitoring dan evaluasi.

| | |
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16. Pelayanan Kesehatan Lingkungan

a. Judul ]Penduduk terhadap akses sanitasi yang layaki

(jamban sehat).

Dimensi Mutu Keselamatan dan kuantitas.

|
T s iam | Nnsntmatendlonin Alrrasn tnilhndni Canlitna aaitaal
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yang layak (jamban sehat).

Definisi Penduduk terhadap akses sanitasi yang layak
' Mennden msman ol (2 mamale m~ala ~d) Aadalala AdATa1 PR P T o Bapar ‘
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penduduk yang memiliki akses terhadap

fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat).

| Frekuensi Setiap bulan. |

pengumpulan data

Periode Analisa Setiap tahun.

|
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layak (jamban sehat) yang ada di wilayah kerja

dalam kurun waktu satu tahun.




Denominator

[ Jumlah seluruh penduduk vang ada di wilayah

kerja dalam kurun waktu yang sama.

Sumber Data

Data penduduk akses jamban sehat.

Target 100%
Langkah Kegiatan | Persiapan (waktu, tempat, jadwal, sasaran,
materi), koordinasi dengan instansi terkait,

pelaksanaan kegiatan, evaluasi, pencatatan dan

pelaporan.

Penanggung jawabh kesehatan lingkungan.

. Judul

Pemicuan 5 pilar STBM.

Dimensi Mutu

Kuantitas dan kontinuitas.

Tujuan Meningkatkan jumlah Desa yang melaksanakan
STBM.
Definisi STBM adalah jumlah Desa yang melaksanakan

Operasional

STBM di Wilayah Puskesmas setiap tahunnya,
dimana desa yang melaksanakan ditandai desa
tersebut sudah melakukan pemicuan minimal 1
dusun/RW,

magvarakat (RKM) dan adanya natural leader.

Y] Plal i ey

(satu) adanya rencana kerja,

Frekuensi

pengumpulan data

Setiap tahun.

Nominator Jumlah Desa yang melaksanakan STBM di
wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.
|
Denominator Jumlah seluruh Desa di wilayah kerja dalam
kurun waktu satu tahun yang sama.
Sumber Data

| Rencana kerja masyarakat (RKM) dan adanya

natural leader.

Target

100%




Langkah Kegiatan ]Persiapan (waktu, tempat, jadwal, sasaran,

materi), koordinasi dengan instansi terkait,

pelaksanaan kegiatan, evaluasi, pencatatan dan

pelaporaii.
Penanggung Penanggung jawab kesehatan lingkungan.
Jawab
. Judul Inspeksi kesehatan lingkungan terhadap sarana

air berstih.

Dimensi Mutu

Kuantitas dan kontinuitas.

Tujuan Meningkatkan kualitas lingkungan sehat pada
sarana air bersih.

Definisi Inspeksi Kesehatan lingkungan terhadap sarana

Operasional air bersih adalah kegiatan pemeriksaan dan
pengamatan secara langsung terhadap media
lingkungan dalam rangka pengawasan
berdasarkan standar, norma dan baku mutu
yang berlaku untuk meningkatkan kualitas
lingkungan sehat pada sarana air bersih.

Frekuensi Setiap bulan.

pengumpulan data

|

Periode Analisa Setiap tahun.

Nominator Jumlah IKL yang dilaksanakan terhadap sarana
air bersih di wilayah kerja dalamn kurun waktu
satu tahun.

Denominator Jumlah seluruh sarana air bersih di wilayah

kerja dalam kurun waktu satu tahun yang |

sama.

Sumber Data

Panduan sistem surveilans sarana air bersih

dan sanitasi, laporan inspeksi sanitasi.

Target

100%

Langkah Kegiatan

Pendataan kepemilikan dan pemanfaatan

|




sarana air bersih, menentukan lokasi, jenis
sarana air bersih yang akan di inspeksi,
melakukan inspeksi sarana air bersih sesuai
dengan jenisnya, pencatatan, menentukan
faktor resiko, menyampaikan hasil inspeksi
sarana air bersih kepada pengguna, tindak
lanjut perbaikan terhadap hasil inspeksi sarana
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Penanggung Penanggung jawab kesehatan lingkungan.
Jawab
|
. Judul Inspeksi kesehatan lingkungan terhadap tempat

Dimensi Mutu

Kuantitas dan kontinuitas.

Tujuan

Meningkatkan kualitas lingkungan sehat pada

tempat fasilitas umum.

Definisi

Operasional

Inspeksi Kesehatan lingkungan terhadap tempat
fasilitas umum adalah kegiatan pemeriksaan
dan pengamatan secara langsung terhadap
media lingkungan dalam rangka pengawasan
berdasarkan standar, norma dan mutu yang

hnslalay Tremdaals st el a bl oo 1rvaa1s
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lingkungan sehat pada tempat fasilitas umum.

Frekuensi

pengumpulan data

Setiap bulan.

Periode Analisa

Setiap tahun.

Nominator Jumlah IKL yang dilaksanakan terhadap sarana
Lmcmw cmom e L 2V v o ncmm s amm o [ N. ., (SRP ORI S Ph. [ISNe, [
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kurun waktu satu tahun.
Denominator Jumlah seluruh sarana tempat fasilitas umum
| di wilayalh kegja dalain Kuiuin waktu satu taliun
yang sama.
Sumber Data Panduan sistem surveilans sarana tempat

|




| fasilitas umum dan sanitasi, laporan inspeksi

sanitasi.

Target

100%

Langkah Kegiatan

Pendataan kepemilikan dan pemanfaatan
sarana tempat fasilitas umum, menentukan

lokasi, jenis sarana tempat fasilitas umum yang
akan diinspeksi, melakukan inspeksi sarana
tempat fasilitas umum sesuai dengan jenisnya,
pencatatan, menentukan faktor risiko,
menyampaikan hasil inspeksi sarana tempat
fasilitas umum kepada pengguna, tindak lanjut
perbaikan terhadap hasil inspeksi sarana air

bersih dengan risiko tinggi dan pelaporan.

Penanggung

Jawab

Penanggung jawab kesehatan lingkungan.

17.

Pelayanan Gizi

a. Judul

Asi Eksklusif.

Dimensi Mutu

Kuantitas dan kualitas.

Tujuan Semua bayi sampai umur 6 bulan diberi
ASI] saja tanpa makanan atau cairan lain
kecuali obat, vitamin dan mineral sejak
lahir.

Definisi Asi Eksklusif adalah Bayi yang hanya

Operasional diberi Asi saja sampai umur 6 bulan tanpa
diberi makanan atau cairan lain kecuali |
obat, vitamin dan mineral sejak lahir.

Frekuensi Setiap minggu.

| Pengumpulan
Data

Periode Analisa

Setiap bulan.

Nominator

Jumliah bayr kurang mencapai umur S
bulan 29 hari mendapat ASI Eksklusif 6

bulan di wilayah Puskesmas dalam kurun




waktu satu tahun.

Denominator

Jumlah bayi mencapai umur 5 bulan 29
hari yang ada di wilayah Puskesmas pada

| kurun waktu satu tahun vang sama

Sumber Data

Laporan gizi.

Target | 100%
Langkah Data sasaran, konseling, penyuluhan,
Kegiatan pembinaan, dan pemantauan sesuai
standar.
Penanggung Penanggung jawab gizi.
Jawab
- Judul l Remaja putri mendapatkan Tablet Tambah

Darah (TTD).

Dimensi Mutu

kualitas dan kuantitas.

Tujuan Semua remaja putri usia 12-18 tahun
mendapatkan  tablet tambah  darah
sebanyak 1 tablet rutin setiap minggu.

Definisi Remaja putri mendapatkan Tablet Tambah

Operasional Darah (TTD) adalah remaja putri usia
12-18 tahun mendapat tablet tambah
darah secara rutin setiap minggu.

Frekuensi Setiap triwulan.

Pengumpulan

Data

Periode Analisa

Setiap tahun.

Nominator Jumlah remaja putri usia 12-18 tahun
yang mendapatkan tablet tambah darah di
wilayah Puskesmas dalam kurun waktu
satu tahun.

Denominator Jumlah seluruh remaja putri yang ada di




wilavah Puskesmas pada kurun waktu satu

tahun yang sama.

Sumber Data

Laporan bulanan gizi.

Target 80%
Langkah Pendataan sasaran, menyiapkan tablet
Kegiatan tambah darah, pemberian, Lkonseling,
monitoring, pencatatan dan pelaporan.
Penanggung Penanggung jawab gizi.
Jawab
. Judul Balita kurus mendapatkan makanan tambahan.

Dimensi Mutu

kualitas dan kuantitas.

Tujuan

Semua balita gizi kurus mendapatkan makanan
tambahan sebagai tambahan asupan zat gizi
diluar makanan utama dalam bentuk makanan
tambahan pabrikan atau makanan tambahan

bahan pangan lokal.

Definisi

Operasional

Balita kurus mendapatkan makanan tambahan
adalah balita usia 6 bulan 0 hari sampai 59
bulan 29 hari dengan status gizi kurus (BB/PB

atau BB/'I'B - 3 SD sampai dengan 2 SD).

Frekuensi
Pengumpulan

Data

Setiap bulan.

Periode Analisa

Setiap tahun.

Nominator Jumlah balita gizi kurus yang mendapatkan
makanan tambahan di wilayah Puskesmas
dalam kurun waktu satu tahun.

Denominator Jumlah seluruh balita gizi kurus yang ada di

wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu

tahun yang sama.




18.

Sumber Data

Laporan bulanan gizi, laporan pemantauan |

tumbuh kembang balita.

Target 100 %

Langkah Pendataan sasaran, pemantauan pertumbuhan

Kegiatan dan perkembangan balita, menetapkan status
gizi balita, menyiapkan makanan tambahan,
nemherian, konseling, monitoring, pencatatan
dan pelaporan.

Penanggung Penanggung jawab gizi.

Jawah

Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Judul

| Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat |

Dimensi Mutu

Kualitas, kesinambungan dan kemandirian

Tujuan

Peningkatan kemandirian sasaran dalam

mengelola sumber daya kesehatan yang dimiliki. |

Definisi Operasional

Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat
melalui pelayanan asuhan keperawatan dalam
rangka meningkatkan kemandirian kesehatan
yang sesuai standar, meliputi :

a. Askep individu kunjungan rawat jalan

| b. Cakupan keluarga mandiri IIl dan IV

c. Askep kelompok

a. Askep komunitas

Frekuensi Setiap hari
Pengumpulan Data
Periode Analisa Setiap bulan

Nominator

Jumlah sasaran yang mendapatkan pelayanan
asuhan keperawatan sesuai standar di wilayah

Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun

Denominator

Jumlah seluruh sasaran yang ada di wilayah
Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang

sama

Sumber Data

Laporan Perkesmas, Registrasi kunjungan rawat




| jalan

Target 100%
Langkah Kegiatan Validasi sasaran, pembinaan, kunjungan
rumah, penyuluhan, memberikan asuhan

keperawatan, Pencatatan Pelaporan, Monitoring

dan evaluasi.

Penanggung Jawab | Penanggung jawab Program Perkesmas
19. Pelayanan kesehatan gigi masyarakat
Judul Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat Desa

Dimensi Mutu

Keselamatan dan kualitas

Tujuan

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

melalui pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

1

Definisi Operasiona

Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut sesuai
standar, melalui pembinaan kesehatan gigi di

masyarakat.

Frekuensi
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Setiap hari

Periode Analisa

Setiap bulan

Nominator Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan
kesehatan gigi dan mulut sesuai standar di |
wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu
tahun

Denominator

‘Jumlah seluruh sasaran yang ada di wilayah
Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang

sama

Sumber Data

Laporan pelayanan Gigi

A et
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Langkah Kegiatan

Pelayanan dan Pemeriksaan gigi, rujukan kasus
gigi,
evaluasi.

Pencatatan Pelaporan, Monitoring dan

Penanggung Jawab

Penanggung jawab Program Gigi

20.

Pelayanan Kesehatan Kerja

Judul

| Pembinaan Pos Upaya Kesehatan Keria

Dimensi Mutu

Keselamatan dan kualitas

Tujuan

Setiap pekerja mendapat pelayanan kesehatan




21,

sesuai standar

Definisi Operasional

Pelayanan Kesehatan kerja adalah pembinaan

dan pemantauan kesehatan pekerja melalui pos

TTY”

UKK kerja sesuai standar

Frekuensi

Pengumpulan Data

Setiap bulan

Periode Analisa

Setiap bulan

Nominator Jumiah pekerja yang mendapatkan pembinaan
dan pemantauan kesehatan sesuai standar di
wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu
| tahun

Denominator Jumlah seluruh pekerja yang ada di wilayah

Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang

| sama
Sumber Data Laporan Bulanan UKK, Pos UKK
Target 100%

Langkah Kegiatan

Peningkatan SDM, Penyediaan KIE, Pelayanan
dan Pemeriksaan kesehalan, rujukan kasus,

Pencatatan Pelaporan, Monitoring dan evaluasi.

Penanggung Jawab

Penanggung jawab Program UKK

Pelayanan Kesehatan Olahraga

a. Judul

Pengukuran kebugaran jasmani anak sekolah.

Dimensi Mutu

Kualitas, kesinambungan dan kemandirian
|
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Tujuan Semua anak sekoiah diperiksa kebugaran
jasmaninya oleh petugas Puskesmas.

Definisi Pengukuran kebugaran jasmani anak sekolah

Operasional adalah prosentase anak sekoiah yang diperiksa
kebugaran jasmaninya oleh petugas kesehatan
sesuai standar.

Frekuensi Setiap tahun.

Pengumpulan

Data

Periode Analisa

Setiap tahun.

Nominator

Jumlah anak sekolah yang diperiksa kebugaran




jasmaninyva di wilavah Puskesmas dalam kurun

waktu satu tahun.

Denominator

Jumlah anak sekolah yang ada di wilayah

sama.

Sumber Data

Data sekolah, data siswa, laporan kesehatan

olahraga
Target 100%
Langkah Kegiatan | Pendataan sasaran, pembuatan jadwal

pembinaan, koordinasi kegiatan pembinaan,
pengukuran kebugaran jasmani anak sekolah,

pencatatan pelaporan, evaluasi dan pelayanan

Penanggung Penanggung jawab program kesehatan olahraga.
Jawab
. Judul Pengukuran kebugaran jasmani Jama’ah Hayji.

Dimensi Mutu

Kualitas, kesinambungan dan kemandirian.

Tujuan Semua Jama’ah Haji diperiksa kebugaran
jasmaninya oleh petugas Puskesmas.

Definisi Pengukuran kebugaran jasmani Jama’ah Haji

Operasional adalah presentase Jama’ah Haji yang diperiksa
kebugaran jasmaninya oleh petugas kesehatan
sesuai standar.

Frekuensi Setiap tahun.

Pengumpulan

Data

Periode Analisa Setiap tahun.

Nominator

Jumlah Jama’ah Haji yang diperiksa kebugaran
jasmaninya di wilayah Puskesmas dalam kurun

waktu satu tahun.




Denominator

| Jumlah Jama’ah Haji vang ada di wilayah

Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang

sama.
| Sumber Data Nata KRBIH, data Jama’ah Haji, laporan
kesehatan olahraga.
Target 100%
!
Langkah Kegiatan | Pendataan sasaran, pembuatan  jadwal
pembinaan, koordinasi kegiatan pembinaan,

pengukuran kebugaran jasmani anak sekolah,

|n9ncatatan nelanoran  evaluasi dan nelavanan
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rujukan bila diperlukan.

Penanggung

Jawah

Penanggung jawab program kesehatan olahraga.

22. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer

a.

Judul

| Kelompok TOGA

Dimensi Mutu

Kualitas, kesinambungan dan kemandirian.

Tujuan Semua kelompok Tanaman Obat  Keluarga
I(TOGA) mendapatkan pembinaan oleh petugas
Puskesmas sesuai standar.

Definisi Semua Kelompok pemanfaatan Tanaman Obat

Operasional Keluarga (TOGA) adalah pembinaan kelompok
TOGA (5-10 KK) yang dibina oleh petugas
Puskesmas.

Frekuensi | Setiap bulan.

Pengumpulan

Data

Perinde Analisa

Setiap bulan |

Nominator Jumlah kelompok TOGA yang dibina di wilayah
Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun.
Denominator Jumlah seluruh kelompok TOGA yang ada di

wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu

tahun yang sama.




Sumber Data Register kesehatan tradisional dan laporan
bulan kesehatan tradisional.

Target 100%

Langkah Kegiatan | Pendataan sasaran, pembinaan, penyuluhan

pencatatan pelaporan, monitoring dan evaluasi.

Penanggung Penanggung  jawab program kesehatan
Jawab tradisional.
. Judul Pembinaan penvehat tradisional.

Dimensi Mutu

Kualitas, kesinambungan dan kemandirian

Tujuan Semua penyehat tradisional mendapatkan
pembinaan oleh petugas Puskesmas sesuai
standar.

Definisi Pemhinaan penyehat tradisional adalah upaya

Operasional yang dilakukan oleh Puskesmas berupa
intervensi, identifikasi dengan aplikasi Gan
Hattra, pencatatan dan pelaporan kunjungan
klien serta fasilitasi rekomendasi registrasi
kesehatan tradisional di wilayah kerja
Puskesmas.

Frekuensi Setiap bulan.

Pengumpulan

Data

Periode Analisa

Setiap bulan.

Nominator Jumlah penyehat tradisional yang dibina di
wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu
tahun.

Denominator Jumlah seluruh penyehat tradisional yang ada

di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu

tahun yang sama.

Sumber Data

Register kesehatan tradisional dan laporan

bulan kesehatan tradisional.




Target

80%

Langkah Kegiatan

Pendataan sasaran, pembinaan, penyuluhan

pencatatan pelaporan, monitoring dan evaluasi.

Penanggung

Jawab

Penanggung jawab program kesehatan

tradisional.

23. Pelayanan Kesehatan Indera

a..

Judul

Cakupan Penanganan kasus kelainan refraksi.

Dimensi Mutu

Kuantitas dan kualitas.

|

Tujuan Setiap orang penderita kelainan refraksi
mendapatkan pelayanan sesuai standar.

Definisi Cakupan Penanganan kasus kelainan refraksi

Operasionai adalah orang dengan kelainan refraksi ditangani
sesuai standar.

Frekuensi Setiap bulan.

| Pengumpulan 1
Data

Periode Analisa

Setiap bulan.
|

Nominator

Jumiah kasus kelainan refrasi yang ditangani di

wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.

Denominator

Jumlah seluruh kasus kelainan refraksi vang
ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu

tahun yang sama.

Sumber Data

Laporan penvakit PTM kesehatan indera.

Target

100%

Langkah Kegiatan

Validasi kasus, koordinasi penanganan kasus,

pengobatan dan perawatan,

Pelaporan, Monitoring dan evaluasi.

Pencatatan |

Penanggung

Jawab

Penanggung jawab program PTM kesehatan

| indera.

| |




Judul

| Penanganan penvakit katarak.

Dimensi Mutu

Kuantitas dan kualitas.

Tujuan Setiap orang penderita penyakit katarak
mendapatkan pelayanan sesuai standar.
Definisi Penanganan Penyakit katarak adalah orang

Operasional

dengan penyakit katarak

o

standar.

Frekuensi

Pengumpulan

Setiap bulan.

Periode Analisa Setiap bulan.

Nominator Jumlah kasus penyakit katarak yang ditangani
di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun

Denominator Jumlah seluruh kasus penyakit katarak yang

Iada di wilayah kerja pada kurun waktu satu

tahun yang sama.

Sumber Data

Target

Laporan penyakit PTM kesehatan indera.

| 100%

Langkah Kegiatan

Validasi kasus, koordinasi penanganan kasus,

pengobatan dan perawatan, Pencatatan

| Pelaporan, monitoring dan evaluasi.

Penanggung Jawab

Penanggung jawab program PTM kesehatan

indera.

24. Pelayanan Kesehatan Pengembangan Lainnya (Surveilans)

a.

Judul

Ketepatan laporan surveilans terpadu penyakit.

Dimensi Mutu

Kualitas dan kesinambungan.

Tujuan Meningkatkan  Ketepatan  waktu laporan
surveilans terpadu penyakiti.

Definisi Ketepatan laporan surveilans terpadu penyakit

Operasional adalah ketepatan pengumpulan data hasil




nengamatan /identifikasi penvakit bulanan.

Frekuensi Setiap bulan.

Pengumpulan

Data

Periode Analisa Setiap bulan.

Nominator Jumlah laporan STP yang  dilaporkan
Puskesmas tepat waktu dalam kurun waktn
satu tahun.

Denominator 52 minggu.

Sumber Data Laporan STP.

Target 100%

Langkah Kegiatan

pengamatan /identifikasi penyakit, pembuatan

laporan STP, pengiriman laporan dan evaluasi.

Penanggung Penanggung jawab surveilans.
Jawab l
. Judul \ Pelayanan  kesehatan  bagi orang yang]

terdampak dan berisiko pada situasi KLB.

Dimensi Mutu

Keselamatan dan kualitas.

m..c..
1

ujuaii Setiap oraing pada kondisi Kegjadian Luar Biasa

(KLB) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

Definisi Pelayainain  kKesehatain  bagi  oraiig yan;

Operasional terdampak dan berisiko pada situasi KLB adalah
pelayanan kesehatan bagi setiap orang yang
terdampak dan berisiko pada situasi KLB |
sesuai dengan jenis penyakit dan/atau
keracunan pangan yang menyebabkan KLB.

Frekuensi Setiap kejadian.

Pengumpulan

Data




25.

Periode Analisa

Setiap tahun.

Nominator Jumlah orang yang terdampak dan berisiko
pada situasi KLB yang mendapatkan pelayanan
| kesehatan

Denominator Jumlah orang yang terdampak dan berisiko

pada situasi KLB.

Sumber Data

Formulir penyelidikan epidemologi, format |
lembar KIE.

Taroet
large

100%

Langkah Kegiatan

Menentukan sasaran layanan kesehatan pada
kondisi KLB, pelayanan kesehatan standar,

rujukan bulan diperlukan,

Penanggung

Jawab

Penanggung jawab surveilans.

Pelayanan Tanggap Bencana

Judul

Pelayanan Tanggap Bencana

Dimensi Mutu

Keselamatan, efisiensi, ketepatan dan kualitas

1117

Penanganan dampak krisis kesehatan akibat
bencana dapat tertangani lebih cepat dan

terkoordinir.

Definisi Operasional

memberikan  pelayanan  kesehatan  pada

wdarmmmals lrwaas 1 hhatnn alalas
1 Lall anivatc

bencana dan/atau berpotensi bencana ditangani
melalui Penanganan dampak krisis kesehatan

akibat bencana dan/atau potensi bencana.

Frekuensi

Pengumpulan Data

Setiap terjadinya bencana

Periode Analisa

Setiap 1 tahun

Nominator

Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan
akibat bencana dan/atau berpotensi bencana

yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam

'-—5
=+
4]
]
3

aiivaia




Denominator

Jumlah seluruh penduduk terdampak krisis
kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi

bencana dalam 1 tahun yang sama

Sumber Data

Laporan kejadian bencana dan/atau potensi

bencana

Target

100%

Langkah Kegiatan

Menyusun rencana pemenuhan pelayanan
dasar, menyiapkan sarana prasarana dan SDM
pelayanan kesehatan dasar, dan pelaksanaan

pemenuhan pelayanan kesehatan

Penanggung Jawab

Penanggung jawab Program Matra

Diundangkan di Sumber
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